SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka
mengoptimalkan  pendapatan dan pelayanan kepada
masyarakat periu dilakukan penyempurnaan agar
pelaksanaannya berjalan dengan baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5979);
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1199);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 53}, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



2. Pasal 34 dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 April 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 4 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. Hj. MEILIANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (5,94/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

——
H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN |

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO JENIS PERIJINAN BESARAN TARIF KETERANGAN
1 2 3 4
A | 1. BIDANG DARAT
a. Mobil bus besar Rp. 175.000 | Per Kendaraan / ttahun
(kapasitas 2 40 seat)
b. Mobil bus sedang Rp. 140.000 | Per Kendaraan / 1 tahun
(kapasitas 25seat-39 seat)
¢. Mobi} bus kecil Rp. 125.000 | Per Kendaraan / 1tahun
{(kapasitas 9 seat — 24 seat)
d. Mobil penumpang umum Rp. 100.000 | Per Kendaraan / 1tahun
{kapasitas max 8 seat)
e. Mobil taksi argometer Rp. 125.000 | Per Kendaraan / 1 tahun
{kapasitas 3 seat)
2. IZIN INSINDENTIL Rp. 100.000 | 1x 14 hari
B i BIDANG PELAYARAN
1 |[lzin Trayek Angkutan Penyeberangan Rp. 5.000.000 | Per Kapal / Per 1 Tahun
Lintas Kota/Kabupaten Dalam Provinsi.
2 |lzin Trayek Angkutan Sungai Danau Rp. 500.000 | Per Kapal / Per 1 Tahun
Kota/Kabupaten Dalam Provinsi > 7 GT.
3 |lzin  Trayek Angkutan Penumpang Rp. 500.000 | Per Kapal / Per 1 Tahun
Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten
Dalam Provinsi > 7 GT.
4 |lzin Trayek Angkutan Penumpang Rp. 50.000 | Per Kapal / Speed Boat / Per
Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten 1 Tahun
Dalam Provinsi > 7 GT.

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO gUKUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

—
H. SURO’I(O, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 4 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR NOMOR
5> TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JENIS PERIZINAN BESARAN TARIF
1. Surat Izin Usaha Perikanan {(SIUP) Rp. 500.000,-Perorangan
2. Surat Izin Penangkapan lkan (SIPI) >10-30 GT Rp. 25.000,-/Per GT/Tahun
3. Surat Izin Kapal Pengangkut kan (SIKPI) >10-30 GT Rp. 25.000,-/Per GT/Tahun
4. Surat Izin Kapal Pengangkut lkan Hidup Hasil Budidaya (SIKPI-PB) | Rp. 25.000,-/Per GT/Tahun
>10-30 GT
5. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan Hidup Hasil Tangkapan (SIKPI-PT) | Rp. 25.000,-/Per GT/Tahun
>10-30 GT
6. Surat Izin Penangkapan lkan Andon (SIPI-AP) >10-30 GT Rp. 25.000,-/Per GT/ 6 Bulan

Samarinda, 4 April 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRQ-HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006




